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ABSTRAK

Perkembangan dunia kesehatan sudah sangat pesat, ditandai dengan
banyaknya rumah sakit yang beroperasi untuk melayani masyarakat dibidang
kesehatan. Tetapi ha tersebut, tidak serta merta diikuti dengan kebijakan
pemerintah, untuk mengawasi proses pelayanan kesehatan tersebut, dengan
aturan-aturan yang lebih baik. Sehingga sering terjadi pelanggaran-pelanggaran
terhadap aturan-aturan yang memang sangat longgar. Seperti halnya, pelanggaran
terhadap informed consent yang dilakukan oleh dokter selaku petugas kesehatan
terhadap pasien yang kategorinya orang awam. Hal tersebut sangat jelas tatkala
pasien datang ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan dan perawatan terhadap
penyakit yang dideritanya Awa mulai terjadi pelaksanaan informed consent
antara dokter dan pasien. Ketikamulai pelaksanaan tindakan medis dan peresepan
obat, terjadi ketidakwajaran dalam pel aksanaan informed consent seperti, tindakan
medis tanpa persetujuan pasien terlebih dahulu, memotivasi pasien untuk rawat
inap dengan bahasa memaksa dan penyampian informasi yang kurang sempurna
(tidak lengkap), serta peresepan obat yang irasiona tanpa ada pemberitahuan
kepada pasien terlebih dahulu.

Daam hal ini, penyusun melihat ada masalah yang tidak wajar dalam
mekanisme pelaksaan informed consent di rumah sakit tersebut, sehingga
penyusun melakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan
informed consent di rumah sakit tersebuit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
bersifat deskrisptif-analitik, disini penyusun berussha memaparkan dan
mengangkat dengan jelas realitas mekanisme pelaksanaan informed consent yang
terjadi di rumah sakit “lIbrani” DI.Yogyakarta. Untuk menggali data digunakan
cara observas partisipasi disertai interview guided dan indepth interview
(wawancara mendalam) yang sifatnya free interview yaitu wawancara yang tidak
mempunyai tema pokok.

Berdasarkan kgian mendalam dengan menggunakan metode diatas,
penyusun akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan
Informed consent terhadap pasien di rumah sakit “lbrani” DI.Yogkarta, apabila
terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak dalam perjanjian ini, maka ditandai
penandatangan formulir persetujuan tindakan medis oleh kedua belah pihak.
Dengan adanya penandatangan formulir persetujuan tindakan medis tersebut,
maka hal ini menunjukan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah
pihak maka persetujuan tindakan medis tersebut sah.

Akan tetapi, dalam penyampian informas terhadap pasien seharusnya
dilakukan dengan jujur dan sebenar-benarnya. Ternyata, dalam pemberian
infformasi tersebut banyak terjadi penyimpangan untuk kepentingan pribadi,
sehingga pasien dirugikan dari segi harta benda dan jiwanya. Secara hukum Islam
akad tersebut daam muamalah ini menjadi fasid (rusak), dikarenakan
mengandung unsur tipu daya dalam pemberian informasi untuk persetujuan
tindakan medis tersebut.
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ditulis
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
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3. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini sering kita dengar masalah terjadinya malpraktek di dunia
kedokteran, masalah-masalah tersebut muncul karena ketidakpahaman dari
pasien® atau keluarga pasien tentang betapa pentingnya sebuah informed consent?
ketika terjadi perjanjian terapeutik®

Masalah yang sering terjadi selama ini disebabkan minimnya komunikasi
antara dokter dengan pasien, akhirnya sering menimbulkan kesalahpahaman. Hal
ini dipertegas dalam Permenkes tentang informed consent pasal 11 yang berbunyi

“Dalam keadaan pasien tidak sadar/pingsan serta tidak didampingi oleh
keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat dan atau darurat

yang memerlukan tindakan medis segera untuk kepentingannya, tidak diperlukan
persetujuan dari siapapun.”*

! Pasien adalah orang yang mendapatkan pelayanan profisional yang merupakan bagian
dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat perawatan, berbentuk pelayanan
yang komprehensif yang ditujukan pada individu maupun kelurga dan masyarakat, baik sakit
maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Lihat dalam, Bahder Johan
Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Surabaya: Rhenika Cipta, 2005),
him.10.

2 Informed consent adalah suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan
secara bebas, sadar, dan rasional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid, dan akurat
yang dipahami dari dokter tentang penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperolehnya.
Lihat dalam, Y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, cet. ke-2, (Malang:
Bayu Media Publishing, 2008), him.37.

% Perjanjian terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan
medis secara profesional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan
tertentu di bidang kedokteran. Lihat dalam, Veronica Komalawati, Peranan Informed consent
dalam Transaksi Terapeutik, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), him.1.

* Permenkes RI No.290/MEN.KES/PER/111/2008, pasal 11.



Dalam keadaan seperti tersebut di atas informasi mengenal pasien secara
jelas dan tepat sangat diperlukan untuk menyetujui tindakan selanjutnya yang
akan dilakukan oleh dokter, namun dibalik itu sering timbul masalah apabila
dalam keadaan darurat, informed consent belum tentu dapat diperoleh secara
langsung dari pasien. Pasien dalam keadaan tidak sadar sedangkan keluarganya
tidak dapat segara dihubungi, disisi lain, dokter harus segera memberikan
pertolongan. Dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan pasien.

Hal tersebut menandakan bahwa informed consent merupakan ha yang
sangat penting dan menentukan dalam melakukan terapi oleh dokter kepada
pasien. Pasal 1 Permenkes Rl No0.290/MEN.KES/PER/I11/2008 menyatakan
bahwa:

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh
pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap
mengenai tindakan kedokteran atau dokter gigi yang akan dilakukan terhadap
pasien”.

Jadi, pasien tidak cukup hanya menyampakan keluhan apa yang
dideritanya dan menjawab pertanyaan dokter, ia juga berhak mengetahui penyakit
yang dideritanya dan berhak atas informas tentang tindakan medis dari dokter
yang akan dilakukan terhadap dirinya

Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik
diminta atau tidak oleh pasien tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, pasien
akan memutuskan untuk menyetujui tindakan medis yang ditawarkan atau

menolaknya. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tertulis.

Menurut pasal 3 ayat (1) Permenkes Rl No0.290/MEN.KES/PER/IN11/2008

® Permenkes RI N0.290/MEN.K ES/PER/I11/2008 pasal 1



dinyatakan bahwa : “setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi
harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak
memberikan persetujuan”.

Informed consent dilakukan secara lisan apabila tindakan medis itu tidak
beresiko, misalnya pemberian terapi obat dan pemeriksaan penunjang medis.
Sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung resiko tinggi misalnya
penbedahan (operasi), maka informed consent dilakukan secara tertulis dan
ditandatangani oleh pasien, karena apabila tanpa persetujuan pasien maka dokter
akan dikenai pasal 351 KUHP sebagai penganiayaan.®

Masalahnya adalah, tidak semua jalan pikiran dan pertimbangan terbaik
dari dokter akan sgjalan dengan apa yang diinginkan atau dapat diterima oleh
pasien atau keluarga pasien, ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat
pasien hanya dari segi medik sgja, sedangkan pasien mungkin melihat dan
mempertimbangan dari segi lain yang tidak kalah pentingnya seperti keuangan,
psikis, pertimbangan keluarga dan lain-lain’.

Permasalahan yang lain adalah adanya akibat yang timbul karena

penanganan dokter terdapat unsur kesengajaan dan atau kelalaian berdasarkan

® lihat KUHP pasal 351 tentang penganiayaan berbunyi: (1) Penganiayaan diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah,(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.(3) Jika mengakibatkan mati, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja
merusak kesehatan.(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

" Yang dimaksud pertimbangan-pertimbangan disini adalah bahwasanya setiap tindakan
medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya tidak serta merta disetujui langsung oleh
pasien, karena semua tindakan medis tersebut di samping membutuhkan biaya yang tidak sedikit
juga memberikan beban mental yang berat terhadap pasien karena tingkat keberhasilan dari
tindakan medis tersebut tidak bisa dipastikan apakah berhasil atau tidak.



ukuran etik profesi. Biasanya bila kgjadian cukup parah pasien yang merasa
dirugikan akan menuntut dokternya ke pengadilan.

Sebagaimana sering terjadi di rumah sakit “Ibrani””® DI.Y ogyakarta, kasus-
kasus tentang keluhan pasien terhadap penanganan dokter yang sering tidak
memberitahukan tindakan yang dilakukan terhadapnya, menurut seorang perawat
IGD® dia mengatakan ketika dokter melaksanakan tindakan terhadap pasien
sebagai contoh tindakan nebulizer’® dokter sering mengikutinya dengan tindakan
observasi* tapi kenyataannya dokter hanya membuat informed consent tentang
tindakan nebulizer sgja, dokter tidak memberikan informed consent untuk
tindakan observasi sedangkan pasien setelah selesai tindakan nebulizer langsung
pulang, kenyataannya ketika pasien membayar administrasi selalu di kenai biaya
tindakan observasi. Kasus lain ketika peresepan obat terhadap pasien, dokter tidak
pernah berkomunikasi dengan pasien sehingga ketika pasien membayar, pasien
sering mengeluh tentang mahalnya harga obat, hal ini sangat memberatkan bagi
pasien

Kasus lainya adalah dokter sering memutuskan pasien untuk opname
(rawat inap) tanpa mengindahkan prosedur dan hasil dari pemeriksaan penunjang
lainya dengan mengakatan bahwa sesuai dengan diagnosa yang dilakukan,

sehingga pasien dengan terpaksa mengikuti anjuran dokter untuk rawat inap di

8 Rumah sakit “ibrani” adalah nama samaran untuk objek penelitian ini, dan seluruh nama
informan dalam penelitian ini menggunakan nama samaran, data-data yang ada yang dalam
penelitian ini adalah fakta-fakta yang terjadi di objek penelitian ini.

® Wawancara pribadi dengan Bejo (nama samaran) pada tanggal 16 agustus 2012

10 Nebulizer adalah tindakan dengan menggunakan mesin yang menghasil uap untuk
mengurangi seseg pada pasien asma

! Observasi adalah tindakan menunggu reaks obat



rumah sakit, padahal pasien sudah meminta untuk rawat jalan tetapi dokter malah
mengatakan jika tidak mau rawat inap maka bila terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan resiko silahkan ditanggung sendiri dengan ditandai pasien harus
menandatangani surat penolakan persetujuan tersebut.

Dari latar belakang diatas mendorong penyusun untuk meneliti dan
mengamati serta mengulas lebih lanjut tentang bagaimana “Tinjauan Hukum
Isam Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Informed consent di Rumah Sakit

“Ibrani” DI.Yogyakarta.”

B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan
permasal ahan sebagai berikut :
1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Informed consent di Rumah Sakit
“Ibrani” DI.Yogyakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pelaksanaan

Informed consent di Rumah Sakit “lbrani” DI.Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka
penelitian ini bertujuan untuk:
a. Menjelaskan Mekanisme Pelaksanaan Informed consent di Rumah

Sakit “Ibrani” DI.Y ogyakarta.



b. Menjelaskan pandangan hukum Idlam terhadap mekanisme

pel aksanaan Informed consent di Rumah Sakit “Ibrani” DI.Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian

a. Memberikan wawasan terhadap masyarakat dan pihak terkait tentang
pelaksanaan informed consent dirumah sakit sebagai pengetahuan
terhadap hukum kesehatan pada masyarakat

b. Menambah khazanah keilmuan dan sumbangan pemikiran dalam studi
hukum Islam khususnya dalam bidang perjanjian di bidang kesehatan

dan tindakan medis.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang
membahas tentang pelaksanaan perjanjian dalam tindakan medis, belum
ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti yakni tentang
mekanisme pelaksanaan Informed consent di  Rumah Sakit “lbrani”
DI.Y ogyakarta ditinjau dari hukum Islam. Penyusun akan memaparkan beberapa
objek pembahasan yang berkaitan dengan masalah di atas, antaralain:

Skripsi yang disusun oleh Hepy Diah Susanti yang berjudul * Tinjauan
Hukum Islam terhadap Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara Rumah Sakit dan
Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pusat Y ogyakarta™? dalam skripsi

ini penyusun hanya menitik beratkan tentang perjanjian antara rumah sakit dan

12 Hepy Diah Susanti “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pelayanan Kesehatan
Antara Rumah Sakit dan Pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pusat Yogyakarta’ Skripsi
tidak di terbitakan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008



pasien tanpa melihat peran dokter sebagai faktor utama terhadap terjadinya
perjanjian tersebut.

Penelitian yang dilakukan Annisa Sayyid yang berjudul “Perlindungan
Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan menurut Persektif Hukum lslam
(studi kasus di RS. Bethesda Pusat D.I.Y )”** dalam skipsi ini penyusun hanya
membahas mengenai hak-hak pasien tanpa ada hubungannya dengan pembahasan
informed consent antara dokter dan pasien

Gumawan dalam bukunya Memahami etika kedokteran, menyebutkan
mengenai etika kedokteran ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: etika
jabatan (medical ethics) yang menyangkut masalah yang berkaiatan dengan sikap
para dokter terhadap teman sgjawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat
dan pemerintah. Etika asuhan kedokteran (ethics of medical care) untuk
kehidupan sehari-hari, mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap
penderita yang menjadi tanggung jawabnya.**

Veronika Komaawati dalam bukunya yang berjudul Peranan Informed
consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan
Pasien), menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang
disdlenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk

meningkatkan dan memelihara kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit

3 Annisa Sayyid, “Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan menurut
Persektif Hukum Islam (studi kasus di RS. Bethesda Pusat D.l.Y ), Skripsi tidak di terbitkan,
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

4 Gunawan, Memahami etika Kedokteran (Y ogyakarta: Kanisius, 1992).



(preventif), Penyembuhan penyakit (rehabilitatif) yang ditujukan terhadap
perseorangan, kelompok atau masyarakat.*

Willa Chandrawila dalam bukunya yang berjudul Hukum Kedokteran
menerangkan tentang aspek-aspek hukum kedokteran yang didalamnya terkait
dengan hak-hak pasien yaitu hak informed consent.’®

Triana Ohoiwatun yang berjudul Bunga Rampai Hukum Kedokteran yang
banyak mengupas tetangan |egalitas hukum kesehatan dengan salah satu apseknya
adalah perlindungan hak-hak pasien.’

Dari hasil penelitian diatas baik yang berbentuk buku ataupun karya
ilmiah, menurut penelusuran dan pengamatan penyusun, belum ada yang
membahas secara jelas dan detail tentang mekanisme pelaksanaan informed
consent di rumah sakit “lbrani” DI.Yogyakarta ditinjau dalam hukum Islam. Oleh
karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna
memberikan kontribusi yang signifikan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum kesehatan.

5 Veronika Komalawati, Peranan Informed consent dalam Transaks Terapeutik
(Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

18 Willa Chandrawila, Hukum K edokteran, (Bandung: Mandar maju, 2001).

'y A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, cet. ke-2, (Malang: Bayu
Media Publishing, 2008).



E. Kerangka Teoritik

Dilihat dari aspek hukum perdata, tindakan medis yang dilakukan oleh
dokter merupakan pelaksanaan dari perikatan. Perikatan antara dokter dengan
pasien disebut perjanjian terapeutik..

Pada umumnya perjanjian terapeutik merupakan inspaningverbintenis'®
dalam hal ini secara hati-hati dan teliti dokter berusaha mempergunakan ilmu,
kepandaian, ketrampilan, dan pengalamannya untuk menyembuhkan pasien. Hasil
usaha yang dilakukan oleh dokter tidak pasti, ada kemungkinan pasien sembuh,
tetap sakit, tambah sehat, atau bahkan mati. Dokter tidak dapat menjamin hasil
usaha yang dilakukannya dalam memberikan pelayanan kesehatan.*®

Perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter terdapat kesepakatan,
yaitu kesepakatan yang diberikan oleh pasien yang senantiasa didasarkan pada
informasi yang diberikan oleh dokter. Informed consent adalah persetujuan yang
diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai
penanganan dalam melakukan jasa layanan kesehatan yang akan dilakukan
terhadap pasien beserta resko yang mungkin timbul akibat dari tindakan

pelayanan kesehatan yang akan diberikan, oleh karena itu pemberian informasi

18 inspaningverbintenis adalah hubungan hukum antara dua obyek hukum (pasien dan
dokter) yang berkedudukan sedergjatmelahirkan hak dan kewagjiban bagi para pihak yang
bersangkutan yang tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian) tetapi berupaya
maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan penuh ketelitian oleh dokter berdasarkan ilmu
pengetahuan dan pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan pasien. Lihat
dalam, Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam
mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak), (Bandung: PT.Cipta Aditya, 1998), him.37.

¥y A Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, cet. ke-2, (Malang: Bayu
Media Publishing, 2008), him.11.
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resep obat kepada pasien mengenal jumlah barang dan atau jasa merupakan salah
satu dari kewajiban seorang dokter dalam melakukan jasa kesehatan.

Hubungan antara dokter dengan pasien sebenarnya diatur oleh kaidah-
kaidah hukum perdata dan memenuhi hubungan yang mengatur tentang hak dan
kewgjiban para pihak. Disamping menimbulkan hubungan medis, hubungan
antara dokter, pasien, dan rumah sakit yang ditentukan pada kode etik juga
berakibat pada hubungan hukum pelayanan kesehatan kesehatan melibatkan
beberapa tenaga kesehatan di dalamnya.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga K esehatan
Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam
mel aksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk :

1. menghormati hak pasien

2. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien

3. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang
akan dilakukan

4. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan

5. membuat dan memelihara rekam medis

Mengenai informasi persetujuan ini diatur dalam Pasa 4 Peraturan
Menteri Kesehatan No0.585/MEN/KES/PER/1X/1989 tentang Persetujuan
Tindakan Pelayanan Medis. Informasi kepada pasien harus diberikan oleh dokter

karena:
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1. Pasien mempunyai hak utama untuk menentukan nasibnya sendiri,
sehingga ia memiliki hak untuk menentukan apa yang sepantasnya
dilakukan terhadap dirinya.

2. Hubungan antara dokter dengan pasien didasarkan pada kepercayaan dan
kerahasiaan atas rahasia milik pasien, sehingg pasien mempunyai hak
untuk mendapatkan informasi dari dokter mengenai hal tersebut.

Demikian pula halnya dengan informed consent yang pada dasarnya
adalah sebuah perjanjian yang berakibat pada hubungan yang erat antara dokter
dengan pasien dalam melaksanakan tindakan medis, sehingga hubungan tersebut
menjadi dasar dari sebuah perjanjian salah satunya adalah tentang persetujuan
dalam tindakan medis atau biasa disebut informed consent, setiap interaks yang
terjadi antara dokter dan pasien akan membuat sebuah prilaku hukum yaitu sebuah
perjanjian.

Sehingga dalam menganalisa masalah tersebut penyusun menggunakan
teori muamalat yaitu Akad, karena teori tersebut mengandung bahasan yang
berhubungan dengan perjanjian dan pengambilan manfaat dari sebuah transaksi
persetujuan tindakan medis, sebagai bentuk kegiatan muamalat maka Akad harus
memenuhi prinsip-prinsip Hukum Muamalat 1slam.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, Hukum Mualamat Islam mempunyai
prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:*

1. Pada dasarnya segala sesuatu bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali

yang ditentukan lain oleh a-Qur’an dan as-Sunah.

2 Ahmad Azhar Basyir, Asas asas Hukum Muamalat (hukum Perdata Islam), edisi revisi,
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), him.15-16.
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2. Muamaat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur
paksaan.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari kemadaratan dalam hidup masyarakat.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unNsur-unsur - penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.

Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan
kebebasan pada setiap orang yang melakukan akad mualamat dengan ketentuan
atau syarat-syarat sesuai yang diinginkan, asalkan masih dalam batas-batas yang
tidak bertentangan dengan syariat 1slam.

Prinsip kedua mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang
bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak
seperti adanya unsur paksaan maupun penipuan, berakibat batalnya sebuah akad
dalam mualamat.

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalat
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan
madharat dalam kehidupan bermasyarakat, atas dasar ini bahwa segala bentuk
muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Prinsip yang keempat menegasakan bahwa dalam mel aksanakan hubungan
muamalat harus berdasarkan atas prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung

unsur penindasan, yang dimaksud keadilan disini adalah memberikan sesuatu
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yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan
dan imbalan yang diterimanya.

Akad merupakan bentuk perikatan, sehingga perlu adanya bentuk
kepastian hukum yang merupakan kontrak secara tertulis, sama halnya dengan
perikatan yang lain. Maka dari itu |slam menganjurkan agar suatu perikatan dibuat
secara tertulis , untuk memperjelas dan menghindari perselishan yang mungkin

terjadi. Sebagaimanafirwan Allah SWT
2 o5l ae Jal Iy STl | Cdll Ll

Akad timbul karena adanya hubungan kedua belah pihak yang saling
sepakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian
tersebut, dalam Islam Akad diatur dengan sangat ketat karena dalam Akad akan
terdapat hak dan kewgjiban di antara kedua belah pihak, menyangkut apa yang
telah diperjanjikan, akad ini tidak terbentuk begitu sgja melainkan berdasarkan

pada keridloan dan kerelaan dua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT
22 v Sy
Y sl g b

Berdasarkan pada ayat tersebut jelas bahwasanya semua akad dalam
muamalah harus ada unsur keridhaan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga
akan muncul apa yang dinamakan hak dan kewajiban dalam hal ini adalah dokter

dan pasien.

2 Al-Bagarah (2): 282

2 An-Nisa (4) : 29
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Dalam pelaksanaan informed consent semua pihak yang bersangkutan
harus memenuhi, menepati, dan melaksanakan semua hal yang telah disepakati,

hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :
B all sl )il ol L

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua pihak dalam perjanjian, harus
memenuhi semua hak dan kewajiban masing-masing, yang nantinya akan dimintai
pertangung jawabannya, para pihak haruslah memegang teguh berdasarkan syarat-
syarat yang telah ditetapkan dan disepakati oleh mereka.

Oleh sebab itu dalam a-Qur’an Allah juga menegaskan bahwa dalam
setigp transaksi dilarang untuk merugikan orang lain seperti berbuat curang,

Khianat serta menipu
B ) 52 5 ap el ~ally gl jaall 5 LSl | 5d 5) a5
e )Y
Larangan tersebut dimaksudkan untuk tidak terjadi kerugian atas hak dari

salah satu pihak atau keduanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah

fighiyyah :

25

% Al-Maidah (5) : 1
% Hud (11) : 85

% Jda a-Din ar-Rahman as-Suyuti, Al-Asybah wa an-Nadzair fi Qawa’id wa furu’
(Beirut:Mu’assasah al-Kutub as-Sagafiyah, 1995), him.112
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Bila salah satu pihak berbuat merugikan hak orang lain, maka orang
tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagaimana disebutkan

juga dalam kaidah fighiyyah:
26

Sehingga dalam setigp pembuatan akad, bukan hanya rukun dan syarat
terbentuknya akad sga yang menjadi pokok pembuatan akad, melainkan syarat
keabsahan dari akad tersebut harus jelas. Apabila daam akad tersebut hanya
terdapat rukun dan syarat pokoknya sga maka menurut ulama hanafiyah akad
tersebut menjadi akad fasid.

Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad
meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu :

1. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
2. Gharar
3. Syarat-syarat fasid

4. riba®’

F. Motodelogi Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis
dengan maksud untuk mendapatkan informas ilmiah mengenai serentetan
peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan

suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menygikan dan

% |bid, him.134

" syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Sudi Tentang Teori Akad Dalam Fikih
Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), him.101.
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menganalisis suatu peristiwa.  Untuk memperoleh kagian yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Pendlitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research). Yaitu penelitian yang data-datanya berumber dari
lapangan®® yang digali secara intensif tentang mekanisme pelaksanaan
informed consent di rumah sakit “ibrani”” D.l Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitik,
yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan
menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang disdidiki
tersebut. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-
informasi mengenal keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-
variabel yang ada.
3. Pendekatan masalah
Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan Normatif, yaitu
cara mendekati masalah menggunakan Hukum Islam, apakah masalah-
masal ah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam

yang berlaku.

% Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),
him. 22.
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4. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adal ah sebagai berikut:
a. Wawancara Mendalam (In-depth Interviewing)

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penyusun mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan terlebih dahulu membuat
pedoman kerangka wawancara (interview guide) yang bersifat fre
interview untuk memperoleh data-data berupa informasi yang penting
sesuai dengan kebutuhan penyusun yaitu untuk mengetahui bagaimana
terjadinya pelanggaran informed consent antara dokter dan pasien di
rumah sakit melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih
oleh penyusun, diantaranya dokter perawat rumah sakit, petugas farmasi,
pasien serta sales obat.

b. Observas Partisipasi (Participant Observer)

Observasi Partisipasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan secara sistematis dan sengga melaui pengamatan dan
pencatatan data secara langsung terhadap gejala yang diamati. Dalam hal
ini penyusun langsung terjun ke lapangan dan ikut ambil bagian dari
kegiatan informan sebaga obyek yang ikut diteliti (participant observer)

Penyusun menggunakan metode pengamatan terlibat aktif dimana
penyusun melakukan interaksi secara langsung di daerah/tempat kegiatan

obyek yang diteliti untuk memperoleh data mengenai:
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1) Pelanggaran terhadap mekanisme pelaksanaan informed consent
terhadap pasien dalam tindakan medis
2) Pelanggaran terhadap hak pasien dalam informed consent sehingga
mengakibatkan kerugian terhadap pasien
5. Teknik analisis data
Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif
dengan menggunakan teknik penalaran induktif, yaitu suatu langkah

analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.?

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok
bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari
sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai
berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang beris aspek-aspek utama
penelitian, yang diantaranya latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan
pemunculan masalah yang akan diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan
terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah.Tujuan yang akan
dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini.
Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya
dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoritik menyangkut pola fikir

atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode

2 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian lmiah (Bandung: Tarsito, 1986), him. 139
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penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam
mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagali upaya
yang mensi stematiskan penyusunan skripsi.

Bab Kedua berisi tentang Tinjaun umum tentang Akad yang terdiri dari
pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta pembagian dan berakhirnya Akad.

Bab Ketiga berisi tentang Rumah Sakit yang terdiri dari Pengertian, Jenis,
stuktur organisasi dan elemen-elemen yang berhubungan dengan Rumah Sakit
serta pengertian Informed consent, hal-hal yang berhubungan dengan masalah
informed consent dan mekanisme pelaksananaan informed consent di Rumah
Sakit “Ibrani” DI.Yogyakarta.

Bab Keempat beris tentang analisis terhadap mekanisme pelaksanaan
Informed consent di rumah sakit, serta analisis hukum Islam terhadap akad yang
terjadi dalam pelaksanaan informed consent di Rumah sakit,

Bab Kelima Penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran
dari penelitian ini. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam
bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab
pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah Penyusun memaparkan dan menganalisis mekanisme
pelaksanaan informed consent di rumah sakit “lbrani” DI.Y ogyakarta, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme pelaksanaan informed consent, terkadang pelanggaran-
pelanggaran yang disebabkan keawaman dari pasien dan hubungan yang
tidak berimbang, keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh dokter
(oknum) untuk meraup keuntungan pribadi, dengan memberikan motifasi
atau pengarahan yang kurang sempurna dan pemberian resep obat yang
irasional, sehingga hal ini melanggar hak-hak pasien yang harus menerima
resko dari pelaksanaan tindakan medis tersebut, akan tetapi dalam
keadaan darurat (emergency care) ada pengecualian terhadap pelaksanaan
informed consent sehingga dokter dapat melaksanakan tindakan medis
tanpa informed consent karena penyelamatan nyawa lebih penting.
Sehingga dalam hukum Islam akad tersebut secara umum bukan karena
emergency care bertentangan dengan prinsip-prinsip Muamalah dan asas-
asas dalam akad menurut hukum Islam.

2. Pernyataan informed consent di Rumah sakit antara pasien atau wali
Pasein dengan dokter yang melakukan tindakan medis, dalam akad

perjanjiannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati

72
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bersama yang tertuang dalam formulir informed consent secara tertulis,
didalamnya terdapat pasal-pasa yang merupakan syarat-syarat dari
perjanjian ini. Surat ini memenuhi rukun akad, yaitu dua pihak yang
berakad, sigad ijab gabul, objek dan manfaat. Sedangkan secara syarat,
belum memenuhi syarat akad yaitu kerelaan dari pihak pasien atau
walinya, disebabkan dalam memotivas pasien untuk melakukan tindakan

medis terdapat unsur gharar, sehingga akad tersebut menjadi akad fasid.

B. Saran —saran
Berdasarkan hasil Analisis dari pembahasaan diatas , maka penyusun
dapat memberikan saran — saran yaitu :

1. Pasien harus paham dan aktif bertanya, ketika dokter melakukan
pemeriksaan terhadap dirinya, jangan hanya mengikuti semua yang
disarankan dari dokter, karena dokter juga manusia yang terkadang juga
bisa salah.

2. Pihak rumah sakit harus lebih tegas dalam mengawas pelaksanaan SPO
(standar prosedur operasional) dalam penerapan Informed consent yang
baik dan benar, apabila terjadi pelanggaran, rumah sakit yang akan

mendapat penilaian jelek di masyarakat.
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Lampiran |

TERJEMAHAN

No | HIm | FN Terjemahan

BAB |
AL-QUR’AN

L 13 4 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tuna untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Hal orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

3 13 25 . : :
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu.

4 14 26 | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dan Syu'aib berkata: "Ha kaumku, cukupkanlah takaran
dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu

5 14 27 | merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan
janganlah kamu membuat keahatan di muka bumi
dengan membuat kerusakan.

FIQIH
6 14 28 | Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan
7 11 21 | Apabilaterjadi cacat maka harus ada ganti rugi




BAB ||

AL-QUR’AN

10

22

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.

11

27

14

Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu.

12

27

16

dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.

13

29

17

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebagjikan, memberi kepada kaum kerabat.

FIQIH

14

25

11

Prinsip pokok dalam lapangan sosia (relasi horizontal)
adalah boleh sepanjang tidak ada ddil yang
mengharamkannya

15

26

13

Pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan
akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas
diri merekamelalui janji.

BAB IV

AL-QUR’AN

16

61

Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu.




17

62

dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya

18

63

Dan Syu'aib berkata: "Ha kaumku, cukupkanlah takaran
dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu
merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan
janganlah kamu membuat kegahatan di muka bumi
dengan membuat kerusakan.

19

65

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.

20

66

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebagjikan, memberi kepada kaum kerabat.

HADITS

21

61

Abu Hurairah Radliyalaahu 'anhu berkata: Rasulullah
Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan
cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas
harga, barang, waktu dan tempatnya).

FIQIH

22

60

Prinsip pokok dalam lapangan sosia (relasi horizontal)
adalah boleh sepanjang tidak ada ddil yang
mengharamkannya

23

66

10

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan
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